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Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan salah satu badan peradilan di 
Yogyakarta yang secara absolut memiliki wewenang untuk menyelesaikan 
sengketa harta bersama antara orang Islam di wilayah yurisdiksinya. Perkara nomor 
0632/Pdt.G /2014/ PA. Yk adalah salah satu perkara gugatan yang diterima, 
diperiksa, serta telah diputus Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2015. Pada 
perkara ini, Majelis hakim memberikan bagian yang berbeda pada masing-masing 
harta yang disengketakan. Harta bersama berupa satu buah mobil honda civic 
diberikan bagian sama rata untuk masing-masing pihak. Berbeda halnya dengan 
harta berupa sebidang tanah, bagian yang diberikan adalah 40% (empat puluh 
persen) untuk penggugat dan 60% (enam puluh persen) untuk tergugat. Bagian yang 
berbeda tersebut jika disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada 
sekiranya dapat menuai polemik, karena nyatanya bagian yang didapat tidak sesuai 
dengan bunyi pasal yang dengan terang mengatur bahwa apabila terjadi suatu 
perceraian, harta bersama dibagi secara rata antara mantan suami dan mantan isteri. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan 
menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta bersama 
dan bagimana metode istinbaṭ hukum dalam menetapkan bagian pada perkara 
0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Penulis menggunakan teknik dokumentasi serta 
wawancara terarah kepada hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk 
memperoleh data yang akurat tentang harta bersama. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara deduktif menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk 
memperoleh kesimpulan tentang pertimbangan, dasar hukum, serta metode istinbaṭ 
hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelesaian serta pembagian 
harta bersama, hakim menggunakan dasar hukum yang bersumber pada Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus 
mengatur tentang harta benda dalam perkawinan. Terdapat dua hal yang menjadi 
perhatian dan pertimbangan Majelis hakim dalam menentukan bagian harta 
bersama. Pertama, ada tidaknya syirkah dalam perkawinan, dan kedua asal-usul 
harta. Bagian 40% (empat puluh persen) untuk penggugat dan 60% (enam puluh 
persen) untuk tergugat merupakah ijtihad hakim dan merupakan bentuk penemuan 
hukum oleh hakim yang disesuaikan dengan fakta persidangan dan fakta yuridis 
yang ada. Metode istinbaṭ hukum yang digunakan ialah metode yang didasarkan 
melalui tujuan diberlakukannya hukum (maqāṣid syarī’ah) yang menekankan pada 
nilai keadilan dan kemaslahatan. Putusan tersebut merupakan hasil dari proses 
konstatir, kualifisir, dan konstituir Majelis Hakim yang telah sesuai dengan 
mekanisme pengambilan putusan. 
 
Kata kunci: Harta Bersama, Hakim, Istinbaṭ Huku
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teruntuk Kakek Nenekku tecinta 
Sunardi-Marsiah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
A. Kosonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Bā’ B Be 
ت Tā’ T Te 
ث Ṡā’ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥā’ Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Khā’ Kh Ka dan ha 
د Dāl D De 
ذ Żāl Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Rā’ R Er 
ز Zāi Z Zet 
س Sīn Sunan Kudus Es 
ش Syīn Sy Es dan ye 
ص Ṣād Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍād Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭā’ Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓā’ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
 ix 
 
ف Fā’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lām L El 
م Mīm M Em 
ن Nūn N En 
و Wāwū W W 
ﻫ Hā’ H Ha 
ء Hamzah ’ Apostrof 
ي Yā’ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 
 َم َوَ دة  Ditulis Mawaddah 
 ّنِﻬِﺒ Ditulis Bihinna 
 
C. Ta’ Marbūṭah diakhir Kata 
1. Bila dimatikan ditulis h. 
ة  مْكِح Ditulis Ḥikmah 
ة لِع Ditulis ‘Illah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 
dikehendaki lafal lain). 
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh 
maka ditulis dengan h. 




3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah 
ditulis t atau h. 
رْﻄِْﻔلاُةا ك ز Ditulis Zakāh al-fiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  













  ِ  






E. Vokal Panjang 
1 
Fatḥah + alif  






Fatḥah + ya’ mati 







Kasrah + ya’ mati 













F. Vokal Rangkap 
1 
Fatḥah +  ya’ mati 






Fatḥah + wawu mati 






G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
Apostrof 
ْمُﺘْﻧ ﺃ ﺃ Ditulis a’antum 
ْﺖ ّﺪُِعﺃ Ditulis u’iddat 




H. Kata Sandang Alif dan Lam 
1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 
رﻘلاآن  Ditulis Al-Qur’ān 
ْﺲا يِْﻘل ا Ditulis Al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 
ُﺀا م ّﺴل ا Ditulis as-Samā’ 
ُﺶْم ّﺷل ا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisanya. 
 ذِوْيُﻔلاُرْوِﺾ  Ditulis Żawī al-furūḍ 
 ﺃْﻫُلُّﺴلا ّﻨِة  Ditulis Ahl as-Sunnah 
 
J. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti yang berlaku dalm EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk 
menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang 
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah 
huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 
 َﺷَْﻬَُرَ َر َم َض َناََ لاَِذَْيََُاَْﻧَِﺰ َلََِفَْيَِهَ
َْاَُﻘلَْرَِنآ  
Ditulis 
Syahru Ramaḍān al-lażī 






Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus 
Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya. 
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 
sebagainya. 
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri 
Soleh dan sebagainya. 
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara pasangan yang saling 
mengucap janji suci untuk hidup bersama dalam sebuah tali hubungan yang sah 
secara syari’at dan Undang-Undang. Perkawinan pada hakikatnya tidak hanya 
bertujuan untuk sekedar hidup bersama, melainkan juga untuk membentuk 
keluarga yang kekal dan bahagia.1 
Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan hak 
dan kewajiban bagi pasangan suami dan isteri. Konsekuensi dari perbuatan 
hukum ini juga menciptakan sebuah hubungan hukum terkait dengan harta 
benda dalam perkawinan. 
Harta benda suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam pada 
dasarnya terpisah. Ini berarti dalam hukum Islam tidak mengenal percampuran 
harta bersama di antara suami dan istri.2 
لاوَاوﻨمﺘتَامََاوﺒﺴﺘكاَ اممَبيﺼﻧَلاجرللَﺾعبَﻰلعَ مكضعبَ هبَاللهَلضف
اممَبيﺼﻧَءاﺴﻨللوَااولﺌﺳوَنﺒﺴﺘكَميلعَءﻲﺷَلكبَناكَاللهَناَهلضفَنمَاللها3 
                                                 
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
 
2 Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahi Faqih, Hukum Perkawinan di Indonesia 
(Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 92. 
 






Sebagian pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak 
mengatur tentang harta bersama. pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, 
Anwar Harjono, dan Adoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya.4 Harta 
dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi 
tiga, yakni harta masing-masing suami isteri yang sudah dimiliki sebelum 
perkawinan, harta suami istri yang baru dimiliki sesudah perkawinan, tetapi 
diperoleh bukan karena usaha bersama-bersama, melainkan diperoleh karena 
hibah, warisan, dan lain-lain, serta harta masing-masing suami dan istri yang 
dimiliki setelah perkawinan atas usaha mereka berdua.5 Menurut Sayuti Thalib, 
dalam bukunya sebagaimana dikutip oleh Wasman bahwa yang dimaksud harta 
bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar 
hadiah atau warisan.6 
Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila 
perkawinan putus akibat perceraian, mengenai harta bersama diatur sesuai 
hukumnya masing-masing. Apabila merunut pada penjelasannya, yang 
dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat 
atau hukum lainnya.7 
                                                 
4 Rosnindar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta Benda dalam Perkawinan, cet. ke-2 
(Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 96. 
 
5 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan 
Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 214. 
 
6 Ibid., hlm. 218. 
 






Aturan lebih rinci tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 
96 Ayat 1 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan apabila 
terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun cerai talak, bagi janda atau duda 
cerai masing-masing bagiannya adalah seperdua sepanjang tidak ditentukan 
lain dalam perjanjian perkawinan.  
“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama.8 Janda atau duda cerai masing-masing 
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan.”9 
 
Sengketa harta bersama bisa saja diselesaikan secara kekeluargaan dengan 
jalan damai, hanya saja tidak sedikit yang memilih menyelesaikan sengketa 
melalui jalur litigasi atau pengadilan. Pengadilan Agama sesuai dengan 
kewenangan absolutnya, berwenang mengadili perkara gugatan harta bersama. 
Gugatan harta bersama dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak 
maupun setelah ikrar talak diucapkan.10 
Pengadilan Agama Yogyakarta adalah salah satu badan Peradilan Agama di 
Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa dan memutus 
perkara perdata di antara orang Islam, termasuk perkara harta bersama di 
dalamnya. Terdapat 24 perkara yang terdaftar dan telah diputus dalam rentan 
waktu 2010-2018.11 Gugatan harta bersama yang diajukan penggugat tidak 
                                                 
8 Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 Ayat (1). 
 
9 Ibid., Pasal 97. 
 
10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat (5). 
 
11 “Direktori Putusan, ” https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-





serta merta dikabulkan sebagaimana yang terdapat dalam isi gugatannya 
(petitum). Demikianpun dengan bagian yang didapat, Majelis Hakim dalam 
amar putusannya tidak selalu memberikan bagian yang seimbang sesuai 
dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.  
Uraian di atas sekiranya yang melatarbelakangi penulis hendak meneliti 
putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Perkara tersebut merupakan 
perkara gugatan tentang sengketa harta bersama yang diterima dan diperiksa 
oleh pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 dan telah diputus tahun 
2015 bersama dengan lima perkara lainnya.12  
Penggugat merupakan mantan isteri tergugat yang kemudian mengajukan 
gugatan harta bersama setelah sebelumnya telah resmi bercerai pada bulan 
Januari 2014. Penggugat dalam isi gugatannya mengklaim empat belas jenis 
harta bersama yang dihasilkan selama dua puluh tujuh tahun pernikahan 
bersama mantan suaminya.  
Terdapat perbedaan yang mencolok antara putusan perkara nomor 
0632/Pdt.G/2014/PA.Yk dengan putusan perkara lainnya. Majelis Hakim 
dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan 
menolak selebihnya. Terkait dengan gugatan yang dikabulkan, Majelis Hakim 
memberikan bagian yang berbeda untuk masing-masing jenis harta bersama. 
Hakim memberikan bagian 50%:50% untuk harta bersama berupa mobil, dan 
40%:60% untuk harta bersama berupa tanah serta bangunan rumah di atasnya. 
                                                 
12 “Direktori Putusan, ” https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-





Sementara selain dari itu, gugatan ditolak dan tidak diterima. Perbedaan 
pembagian ini secara prinsip “melenceng” dari aturan tentang pembagian harta 
bersama dalam hukum positif yang menyebutkan secara jelas bahwa bagian 
diberikan sama rata bagi duda dan janda baik cerai talak maupun cerai mati. 
Lebih menarik lagi, dalam jalannya persidangan perkara ini terdapat gugatan 
rekonvensi yang mengemukakan terdapat harta milik pribadi tergugat dari 
hibah yang bercampur dalam harta bersama, selain dari itu terdapat juga 
permasalahan terkait dengan utang-piutang terhadap pihak ketiga. 
Terdapatnya macam-macam permasalahan dalam sengketa harta bersama 
ini membuat Majelis Hakim berusaha keras memecahkan dan menyelesaikan 
permasalahan. Fungsi Hakim sebagai kunci terakhir “pintu keadilan” sangatlah 
diharapkan dapat memberikan suatu keadilan hukum bagi para pihak yang 
bersengketa, sesuai dengan irah-irah yang terdapat di awal putusan yang 
berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul “Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan 
(Studi Perkara Nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk Tahun 2015)”. 
B. Pokok Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penyusun 
merumuskan pokok masalah yang antara lain: 
1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam penyelesaian 





2. Bagaimana istinbaṭ hukum hakim dalam pembagian harta bersama 
dalam perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk? 
C. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam 
menyelesaikan sengketa harta bersama pada perkara nomor 
0632/Pdt.G/2014/PA.Yk 
b. Untuk menjelaskan metode istinbaṭ hukum hakim dalam pembagian 
harta bersama perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 
pengetahuan baru dalam mengembangkan khasanah ilmu 
pengetahuan akademik di bidang hukum keluarga Islam dalam 
masalah pembagian harta bersama 
b. Penelitian ini juga diharapkan dapat mempunyai kegunaan khusus 
untuk praktisi hukum dalam penyelesaian masalah pembagian harta 
bersama 
D. Telaah Pustaka 
Pembahasan mengenai harta bersama sebetulnya telah banyak dilakukan 
oleh berbagai kalangan terutama oleh akademisi. Telah banyak penelitian yang 
dimuat dalam berbagai bentuk karya tulis, baik dalam bentuk buku, skripsi, 





macam karya tulis yang telah ada, berikut penyusun akan uraikan beberapa 
penelitian yang berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain: 
Skripsi Nuraini Hikmawati dengan judul “Pembagian Harta Bersama 
Akibat Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 
008/Pdt.G/2011/PA.Sm.)”. Penulis dalam penelitiannya mengemukakan 
tentang bagaimana cara penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian 
di Pengadilan Agama Semarang pada perkara No. 008/Pdt.G/2011/PA.Sm. 
serta bagaimana metode ijtihad yang dilakukan hakim dalam memtusus perkara 
tersebut. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. 
Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama pada 
perkara tersebut adalah mengikuti hukum acara materil dan formil, serta 
metode ijtihad yang dilakukan Hakim dalam menyelesaikan masalah hutang 
ialah dengan metode ijtihad qiyāsi.13 
 Skripsi Unggul Yekti Wibowo dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam 
Penanganan Perkara Sengketa Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara No. 
0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Kulonprogo Tahun 2011). Penulis 
meneliti tentang pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kulonprogo dalam 
memutus perkara Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt. dari hasil 
penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim adalah 
bedasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Disamping aturan 
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perundang-undangan Majelis Hakim juga menggunakan Qur’an surah An-Nisā 
ayat 35 sebagai dasar hukum.14 
 Skripsi Khiyaroh yang berjudul “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam 
Terhadap Pelaksanaan Putusan (Ekseskusi) Harta Bersama di Pengadilan 
Agama Bantul Studi terhadap Perkara Nomor 3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl”. dalam 
skripsinya penulis meneliti tentang proses ekseskusi harta bersama oleh 
Pengadilan Agama Bantul ditinjau dari hukum Peradilan Islam. Penulis juga 
meneliti tentang kendala-kendala yang ditemukan dalam eksekusi harta 
bersama. dari hasil penelitiannya, penulis menyimpulkan bahwa proses 
eksekusi harta bersama telah sesuai dengan hukum acara Peradilan Islam. 
Ditemukan sedikit perbedaan, yakni terletak pada proses annmaning.15 
 Skripsi Arina Kamiliya dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum 
Positif terhadap Putusan Hakim Mahkamah Agung No. 61/K/AG/2010 dalam 
Perkara Kasasi Gugatan Harta Bersama”. penulis dalam karyanya meneliti 
tentang pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara No. 
61/K/AG/2010, kemudian melihat pandangan hukum Islam dan hukum positif 
terkait dengan pertimbang-pertimbangan Hakim tersebut. penulis 
menyimpulkan bahwa haki menggunakan ijtihad dalam pembagian harta 
                                                 
14 Unggul Yekti Wibowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penanganan Perkara Sengketa 
Harta Gono-Gini (Studi Putusan Perkara No. 0310/Pdt.G/2011/PA.Wt di Pengadilan Kulonprogo 
Tahun 2011),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2013. 
 
15 Khiyaroh, “Tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam Terhadap Pelaksanaan Putusan 
(Ekseskusi) Harta Bersama di Pengadilan Agama Bantul Studi terhadap Perkara Nomor 
3/Pdt/Eks/2016/PA.Btl,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 






bersama. pertimbangan-pertimbangan Hakim telah sesuai dengan hukum Islam 
juga dengan aturan perundangan-undangan yang berlaku.16 
Penelitian M. Beni Kurniawan dengan judul “Pembagian Harta Bersama 
Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Isteri dalam Perkawinan Kajian 
Putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt”. Beni Kurniawan meneliti tentang 
pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami isteri dari perspektif 
keadilan dengan menggunakan pendekatan yang digunakan ialah normatif 
yuridis. Beni Kurniawan kemudian menyimpulkan bahwa pembagian harta 
bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif 
keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi 
para pihak, dimana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen bagi duda 
dan 50 persen bagi istri. Akan tetapi duda bisa mendapatkan bagian yang lebih 
kecil dari janda apabila kontribusinya kurang selama perkawinan dan tidak 
menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Janda bisa mendapatkan 
bagian yang lebih besar dari duda, jika ia mendapatkan beban ganda (double 
burden) sebagai pencari nafkah dan mengurus rumah tangga.17 
Penelitian Liky Faizal yang berjudul “Harta Bersama dalam Perkawinan”. 
Liky Faizal meneliti tentang kedudukan harta bersama dalam perkawinan 
dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif melalui pendekatan normatif 
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diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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yuridis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa harta bersama meliputi 
harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, hutang-hutang yang 
timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi 
masing-masing suami isteri, dan harta yang diperoleh sebagai hadiah 
pemberian atau warisan. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki 
hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar 
keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya.18 
 Penelitian Bernadus Negara yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini 
atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 
1974”. Bernadus meneliti tentang bagaimana pembagian harta gono-gini atau 
harta bersama setelah perceraian dan seberapa penting perjanjian perkawinan 
terhadap harta gono-gini atau harta bersama. Bernadus menggunakan 
pendekatan yuridis-normatif dan menyimpulkan bahwa harta gono-gini akan 
dibagi sesuai hukumnya masing-masing apabila terjadi suatu perceraian. 
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak menentukan besaran bagian bagi 
masig-masing terhadap harta gono-gini setelah terjadinya perceraian. 
Pentingnya perjanjian perkawinan adalah agar supaya membatasi atau 
meniadakan sama sekali percampuran harta antara suami istri, sehingga 
memudahkan penyelesaian apabila terjadi sengketa.19 
 Berdasarkan uraian di atas, terlihat sudah banyak penelitian yang 
mengambil tema tentang harta bersama. Penelitian-penelitian di atas setelah 
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ditelaah hampir semua memiliki bahasan yang hampir sama, hanya saja 
berbeda pada objek yang diteliti. Tulisan-tulisan tersebut meneliti tentang 
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam sebuah putusan kemudian 
dilakukan kajian baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. 
 Melihat hal tersebut, penyusun melihat ada sebuah perbedaan antara 
penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
Perbedaannya ialah penyusun akan meneliti tentang pembagian harta bersama 
pada perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk di Pengadilan Agama 
Yogyakarta, terkait dasar hukum dan pertimbangan Hakim serta bagaimana 
metode istinbaṭ hukum Hakim dalam menetapkan bagian harta bersama yang 
berbeda -beda dalam perkara tersebut. 
E. Kerangka Teoretik 
Harta benda suami istri dalam perkawinan menurut hukum Islam pada 
dasarnya terpisah. Tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-
masing secara hukum memiliki hak penuh atas harta kekayaannya tanpa 
memerlukan persetujuan dari salah satu pihak untuk menggunakannya. 
Kendatipun demikian, bukan berarti mereka bertindak secara partial dalam 
mengurus harta kekayaan, dalam konteks fiqh perbuatan mereka memerlukan 
syirkah dalam kehidupan berumah tangga.20 
Sengketa harta bersama biasa terjadi antara mantan suami isteri setelah 
terjadinya suatu perceraian. Gugatan biasa dilayangkan oleh salah pihak 
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kepada pihak lain (mantan suami atau mantan isteri) yang menguasai suatu 
harta tertentu karena dirinya merasa memiliki hak atas harta tersebut. Undang-
Undang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa apabila perkawinan putus 
akibat perceraian, mengenai harta bersama diatur sesuai hukumnya masing-
masing. Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih rinci 
terkait pembagian harta bersama, Pasal 96 Ayat 1 dan Pasal 97 Kompilasi 
Hukum Islam menyebutkan apabila terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun 
cerai talak, bagi janda atau duda cerai masing-masing bagiannya adalah 
seperdua sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.  
“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak 
pasangan yang hidup lebih lama.21 Janda atau duda cerai masing-masing 
berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 
perjanjian perkawinan.”22 
 
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia memiliki 
wewenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa harta bersama. 
Apabila terdapat sengketa harta bersama, Pengadilan Agama akan melakukan 
dua bentuk penyelesaian, yakni melalui cara damai dengan dibuat Akta 
Perjanjian Bersama antara pihak-pihak yang bersengkta, dan penyelesaian 
melalui putusan Hakim apabila kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan 
melalui mediasi.23  
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22 Ibid., Pasal 97. 
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Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh 
kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa 
dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya agar 
tercapaiya tujuan diberlakukannya suatu hukum. Hakim dalam mengambil 
suatu putusan harus cermat dan teliti dalam melihat pertimbangan hukum. Agar 
suatu putusan terlepas dari istilah insufficient judgment, maka suatu 
pertimbangan hukum harus didasarkan pada fakta dalam persidangan, serta 
pertimbangan didasarkan pada pasal-pasal tertentu peraturan perundangan-
undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin hukum.24 
Dalam pertimbangan hukum, Hakim akan mempertimbangkan dalil 
gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-
alat bukti yang ada, sehingga kemudian Hakim dapat menarik kesimpulan 
tentang terbukti atau tidaknya gugatan tersebut,25 proses ini biasa disebut 
dengan proses konstatir, kualifisir, daan konstituir, sehingga putusan 
diharapkan dapat memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi 
masing-masing pihak. 
Demi tercapainya suatu keadilan hukum, Hakim wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Hukum perdata menganut open sistem, dengan demikian Hakim dituntut harus 
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25 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 






mampu melakukan penemuan hukum (rechtvinding) agar dapat memberikan 
pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.26  
Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat ditempuh untuk melakukan 
penemuan hukum. Dalam hukum Islam, cara-cara menetapkan (mengeluarkan) 
hukum disebut dengan metode istinbaṭ. Metode-metode penemuan hukum atau 
mengeluarkan hukum di dalam bahasa Arab disebut dengan  طَ اﺒﻨﺘﺳلااَقرط. 
Adapun arti dari طَاﺒﻨﺘﺳلااَقرط adalah cara atau metode mengeluarkan hukum 
dari dalillnya.27 Secara garis besar, metode istinbaṭ dapat dibagi kepada tiga 
bagian, yaitu segi kebahasaan, segi maqāṣid syarī’ah, dan segi penyelesaian 
beberapa dalil yang bertentangan.28 
Hakim dapat melakukan suatu penemuan hukum dengan salah satu metode 
istinbaṭ melalui pendekatan maqāṣid syarī’ah. Hal ini selaras dengan tuntutan 
hakim yang harus melakukan penemuan hukum sesuai dengan fakta-fakta dalam 
persidangan, bertujuan agar tegaknya suatu keadilan dan tercapainya suatu 
kemaslahatan yang merupakan tujuan umum dari maqāṣid syarī’ah.  
Syekh Muhamad Abu Zahrah merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum 
Islam, yaitu:  
1. membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, 
tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. 
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2. menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun 
nonmuslim, dan  
3. merealisasikan kemaslahatan.29 
Berangkat dari konsep maqāṣid syarī’ah tersebut, maka istinbaṭ hukum 
melalui pendekatan maqāṣid syarī’ah dapat dikembangkan untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang belum ada atau belum jelas aturannya.30 
F. Metode Penelitian 
Metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik 
berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah 
dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan.31 Metode penelitian 
digunakan sebagai langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu 
dan apa yang diharapkan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan dalam 
pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis peneltian yang digunakan penyusun adalah penelitian kepustakaan 
(library research), yakni jenis penelitian yang mengandalkan kepustakaan. 
Disebut demikian karena hampir sepenuhnya data yang digunakan adalah 
data-data kepustakaan.32 Data yang dimaksud adalah berupa berkas putusan 
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30 Ibid., hlm. 224 
 
31 Sedarmayanti, Metodeologi Peneltian, cet. ke-2 (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 
hlm. 25. 
 






perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk dan data kepustakaan lain yang 
berhubungan dengan harta bersama. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian bersifat deskriptif-analitik, yakni mengelompokkan data 
dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan 
interpretasi dan analisis terhadap hasil penelitian untuk mendapatkan suatu 
kesimpulan.33 Penelitian dimulai dengan mendeskripsikan data perkara 
nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk, kemudian dilakukan analisis untuk 
membuat suatu kesimpulan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif-yuridis. 
Pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada 
norma-norma dalam hukum Islam, baik berasal dari Al-Qur’an, hadis, 
kitab-kitab dan lain sebagainya yang berkaitan dengan harta bersama dan 
metode instinbat hukum.  
Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan untuk mencari dan 
memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji 
lebih dalam serta kemudian dihubungkan dengan hukum, atau kaidah 
hukum, serta norma hukum yang berlaku.34 Dalam hal ini ialah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 
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Islam yang membahas tentang harta bersama, serta aturan perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan penelitian. 
4. Sumber Data 
a. Data primer merupakan sumber data peneltian yang diperoleh secara 
langsung.35 Data primer berupa berkas putusan perkara nomor 
0632/Pdt.G/2014/PA.Yk serta hasil wawancara dengan Hakim 
Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penyelesaian sengketa harta 
bersama. 
b. Data sekunder berupa data-data yang diperoleh dari kepustakaan berupa 
buku-buku, penelitian-peneltian, serta dokumen-dokumen lain yang 
memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan penyusun. Data 
sekunder digunakan sebagai pendukung data primer.36 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Dokumentasi 
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 
ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen berupa catatan pribadi, 
buku harian, laporan kerja, buku, putusan perkara, dan lain 
sebagainya37. Dokumen yang dimaksud adalah berkas perkara 
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0632/Pdt.G/2014/PA.Yk serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan 
dengan penelitian penyusun. 
b. Wawancara (interview) 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan 
jalan komunikasi, yaitu melalui kontak langsung antara pengumpul 
data (pewawancara) dengan sumber data (responden).38 Wawancara 
yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dengan sebagian besar 
jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan 
pertanyaan dan materi yang ditanyakan.39 Wawancara dilakukan 
terhadap satu orang hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
Agama Yogyakarta berkenaan dengan pembagian harta bersama dan 
istinbaṭ hukum hakim dalam pembagian harta bersama. 
6. Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan penyusun ialah menggunakan analisis 
data kualitatif, yakni penyusun mempertajam analisa terhadap data berupa 
putusan perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk tentang harta bersama 
terkait dasar hukum dan pertimbangan serta metode istinbaṭ hukum Hakim. 
Dalam analisis digunakan metode berfikir deduktif, yaitu mengevaluasi 
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hal-hal yang bersifat umum untuk menemukan hal-hal yang bersifat 
khusus.40 
G. Sistematika Pembahasan 
Berikut penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam 
penelitian ini, agar dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas dan 
sistematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan pendahuluan. Bab pertama berisi tentang latar 
belakang masalah yang menjadi asal muasal atau sebab penyusun melakukan 
penelitian. Selanjutnya merupakan pokok masalah dan tujuan serta kegunaan 
peneltian. Bagian ini mengemukakan apa yang menjadi pokok masalah, tujuan 
serta kegunaan penelitian. Telaah pustaka dipaparkan sebagai pembanding 
untuk mengetahui sejauh mana perbedaan peneltian yang hendak dilakukan 
dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Kerangka teori 
disampaikan sebagai sebuah kerangka yang menjadi landasan teoretik, 
dilanjutkan dengan metodologi penelitian sebagai tahapan atau metode untuk 
mendapatkan sebuah hasil dari penelitian, kemudian diakhiri dengan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua pembahasan yang memaparkan tentang tinjauan umum seputar 
harta bersama. Bab ini terbagi ke dalam lima sub bab. Pertama tentang 
pengertian harta bersama menurut hukum Islam, hukum positif, dan hukum 
adat. Kedua tentang dasar hukum hata bersama, ketiga ruang lingkup harta 
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bersama, keempat wewenang suami isteri terhadap harta bersama, dan kelima 
tentang harta bersama setelah putusnya perkawinan. 
Bab ketiga, berupa data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil 
penelitian berupa dokumentasi berkas putusan, berita acara, serta wawancara 
penyusun dengan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta seputar harta 
bersama. Bab ini terbagi ke dalam tiga sub bab, pertama gambaran umum 
perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk berisi tentang duduk perkara, isi 
gugatan, jawaban, rekonvensi, pembuktian, serta putusan hakim. Kedua 
tentang dasar hukum, dan ketiga tentang pertimbangan hukum hakim dalam 
perkara 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. 
Bab keempat analisis, berupa analisis terhadap perkara nomor 
0632/Pdt.G/2014/PA.Yk. Bab ini terbagi ke dalam dua sub bab, pertama 
analisis yuridis dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara 
nomor 0632/Pdt.G/2014/PA.Yk, dan kedua analisis metode istinbaṭ hukum 
hakim dalam menentukan bagian harta bersama. 
Bab kelima penutup, berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan adalah 
jawaban terhadap pokok masalah yang dikemukakan penyusun di awal 
mengenai pembagian harta bersama akibat putusnya perkawinan serta istinbaṭ 
hukum hakim dalam pembagian harta bersama. Diakhiri dengan saran berupa 
masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak membahas 







Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Harta bersama adalah setiap harta yang didapatkan dalam ikatan 
perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa dan siapa yang 
mendapatkannya. Meskipun demikian, Undang-Undang tetap menjamin 
hak-hak individu atas harta miliknya.  Dalam pembagian dan penyelesaian 
sengketa harta bersama, Majelis Hakim menggunakan dasar hukum yang 
bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi 
Hukum Islam yang secara khusus mengatur tentang harta benda dalam 
perkawinan.  
Majelis Hakim dalam memutus perkara nomor 0632/Pdt.G/2014/ 
PA.Yk secara yuridis telah memenuhi dan sesuai dengan mekanisme 
pengambilan putusan. Majelis Hakim membuat pertimbangan atas dasar 
fakta dalam persidangan yang didapatkan dari hasil jawab-menjawab para 
pihak yang dikaitkan dengan alat bukti secara lengkap dan jelas. Terdapat 
dua hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan 
bagian harta bersama, yaitu ada tidaknya kerja sama (syirkah) antara suami 
isteri, dan asal-usul harta. Kedua hal ini menjadi pertimbangan dan poin 
penting yang mempengaruhi besarnya bagian yang didapatkan oleh 





0632/Pdt.G/2014/PA.Yk Majelis Hakim menggunakan metode istinbaṭ 
hukum melalui pendekatan maqāsid syarī’ah. Hakim melakukan 
interpretasi terhadap teks-teks dalam perundang-undangan tentang harta 
bersama untuk diterapkan ke dalam peristiwa atau fakta hukum inconcreto. 
Bagian-bagian yang didapatkan oleh masing-masing pihak merupakan 
upaya hakim memberikan putusan atas dasar keadilan dan kemaslahatan 
serta upaya agar tercapinya fungsi hukum yaitu keadilan. kepastian, dan 
kemanfaatan. 
B. Saran 
Peneltian yang dilakukan penulis merupakan salah satu penelitian yang 
hanya mengkaji bagian kecil dari persoalan harta bersama. Masih terdapat 
banyak persoalan-persolan lain yang berhubungan dengan harta bersama atau 
harta kekayaan dalam perkawinan yang mungkin akan terus bertambah seiring 
dengan perkembangan zaman. Beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan 
penelitian lanjutan ialah mengenai pembagian harta bersama pada perkawinan 
poligami, urgensi perjanjian perkawinan dalam pembagian harta kekayaan 
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I 1 3 
An-Nisā’ 
(4):32 
Dan janganlah kamu iri hati 
terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebahagian kamu 
lebih banyak dari sebahagian yang 
lain. (Karena) bagi orang laki-laki 
ada bahagian dari pada apa yang 
mereka usahakan, dan bagi para 
wanita (pun) ada bahagian dari apa 
yang mereka usahakan, dan 
mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu. 
II 27 19 
An-Nisā’ 
(4):12 
Tetapi jika saudara-saudara seibu 
itu lebih dari seorang, maka mereka 
bersekutu dalam yang sepertiga itu 
II 29 24 
Al-Baqarah 
(2): 228 
Dan para wanita mempunyai hak 
yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang 
ma'ruf. Akan tetapi para suami, 
mempunyai satu tingkatan 
kelebihan daripada isterinya 
IV 68 15 
Al-Māidah 
(5): 8 
Hai orang-orang yang beriman 
hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan 
(kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah 
























1. Apa yang dimaksud dengan harta bersama?  
2. Bagaimana konsep harta yang dapat dikatakan sebagai harta bersama? 
3. Bagaimana wewenang suami isteri terhadap harta bersama dalam 
perkawinan? 
4. Bagaimana kedudukan harta bersama apabila terjadi suatu perceraian? 
5. Berapa bagian yang didapatkan masing-masing suami-isteri dari harta 
bersama apabila terjadi perceraian? 
6. Terdapat beberapa jenis harta kekayaan dalam perkawinan, apabila 
terjadi sengketa harta bersama setelah perceraian, bagaimana proses 
penyelesaiannya? 
7. Alasan atau keadaan apa saja yang dapat mempengaruhi bagian harta 
bersama untuk masing-masing pihak? 
8. Demi tercapainya suatu keadilan hukum, Hakim dituntut harus mampu 
melakukan penemuan hukum (rechtvinding). Dalam perkara pembagian 
harta bersama, bagaimana istinbat hukum Hakim atau metode 
penemuan hukum oleh Hakim dalam menetapkan bagian harta 
bersama untuk masing-masing pihak berperkara? 
9. Majelis Hakim dapat memutus suatu perkara berbeda dengan aturan 
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